
 
 

 

 
  KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  

 
 Uraian Pendahuluan 

 
1. Latar Belakang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub 

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis 
Rehabilitasi Jalan Ir. Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler 
Bidang Jalan) adalah merupakan lingkup kegiatan pada 
Program Penyelenggara Jalan dan Jembatan Dinas  
Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang Kota Bontang. 

    2. Pengawasan teknis diperlukan untuk mengawasi/ 
monitoring  pelaksanaan konstruksi fisik tersebut diatas 
agar dapat diperoleh pekerjaan konstruksi fisik yang 
sesuai dengan rencana desain, spesifikasi teknis dan 
anggaran. 

2. Maksud dan 
Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi 
Konsultan Pengawas  Kegiatan Penyelenggaraan Jalan 
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan 
Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Ir. Soekarno Hatta 
(DAK Fisik Reguler Bidang Jalan) yang berisi masukan, 
kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan 
diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam 
pelaksanaan tugas pengawasan. 

 
    2.  Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas 

dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 
untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai 
KAK ini. 

3. Sasaran 

 

 

 

:  Untuk melakukan pengawasan teknis pada  Kegiatan 
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 
Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis 
Rehabilitasi Jalan Ir. Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler 
Bidang Jalan) 

4. Lokasi Pekerjaan 
:    Jl. Ir. Soekarno Hatta Kota Bontang 

5. Sumber 
Pendanaan 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: 
(Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2022 

6. Nama dan 
Organisasi Pejabat 
Pembuat 
Komitmen 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Drs. Usman 

MPd  Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Bontang 

 Data Penunjang 

 
7. Data Dasar 

 
: Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Soekarno Hatta 

 
8. Standar Teknis 

 
: a. Persyaratan Umum Pekerjaan 
      Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara 
benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan 
diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas. 
b. Persyaratan Obyektif 
    Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif 
untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, 
dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja 
pengawasan yang berlaku. 
c. Persyaratan Fungsional 
    Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan 
profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara 
fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan. 
d. Persyaratan Prosedural 
    Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan di lapangan 
harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 
e. Persyaratan Teknis Lainnya 
    Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula 
ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dsn peraturan yang 
berlaku, antara lain Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta 
kelengkapannya. 



 
 

 
 

 
9. Studi-Studi 

Terdahulu 

 
: Tidak ada 

10. Referensi Hukum :  
1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; 
2. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 349/KPTS/M/2004 tentang 
Pedoman  
Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan); 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 
07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi Melalui  
Penyedia; 
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.33/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan 
Konstruksi di  
Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 
6. Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23/PRT/M/2008 tentang 
Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina 
Marga  
dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum; 
8. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan 
Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat; 
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia 
Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pekerjaan  
Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan  
Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 
10. Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Tata Cara 
Pengawasan  
Jalan 
11. Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman 
Pengawasan 
Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi Di 
Lingkungan  
Departemen Pekerjaan Umum 
12. Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk 
Konstruksi  
Jalan dan Jembatan No.004/BM/2006. 
13. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2008; 
14. Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan 
Jembatan; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ruang Lingkup 

11. Ligkup Pekerjaan : 1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 
Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi
Jalan Ir. Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan) yang 
mencakup pekerjaan Rekonstruksi jalan serta penunjang 
lainnya . 

 
                                         2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas 

adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar 
Kerja, Perincian Penawaran, Spesifikasi Teknis dan Syarat-



 
 

Syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan Kontrak Pemborongan Jasa Konstruksi. 

 
12.  Keluaran                :  1. Laporan Bulanan 

Memuat laporan singkat yang dibuat sesuai bentuk standar 
yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Bontang, yang menunjukkan tingkat kemajuan fisik 
dan penyerapan dana serta masalah-masalah yang timbul dan 
langkah-langkah penanggulangannya. 

 
2. Laporan Akhir 

Segera setelah Serah Terima Sementara (PHO), Konsultan harus 
mengirim laporan akhir ke Pejabat Teknis Kegiatan. Adapun isi 
dari laporan Akhir ini adalah: 

a. Metode Pelaksanaan Fisik  

b. Pelaksanaan Pengawasan Teknis 
  

13.  Peralatan, 
Material, Personel 
dan Fasilitas dari  
Pejabat Pembuat Komitmen      : Tidak Ada 

 
14. Peralatan dan Material  

dari Penyedia Jasa Konsultansi   : Sesuai Kebutuhan kegiatan pengawasan jalan 

  15. Lingkup 
Kewenangan    
Penyedia Jasa.         : 
 
1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas pekerjaan 

yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan dan tata laku yang berlaku 
2. Hasil pengawasan harus mengacu pada standar operasional dan prosedur 

yang berlaku, serta memenuhi peraturan, standard, spesifikasi teknis dan  
pedoman  teknis  pekerjaan    pembangunan parit  jalan pada umumnya 

3. Pengawasan harus mengakomodir batasan-batasan yang diberikan oleh 
kegiatan di dalam KAK dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan 
memperhatikan dari segi pembiayaan pekerjaan, waktu pelaksanaan 
pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan dengan mutu konstruksi yang 
akan dilakukan.      

 
 
 

 

16. Jangka Waktu    
 Penyelesaian 
Pekerjaan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender 

17. Personel*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posisi 

Kualifikasi 
 
 

Jumlah 
Orang Bulan Tingkat 

Pendidi 
-kan 

 

Jurusan 

 

Keahlian 

 

Pengalaman 

Status 
Tenaga 

Ahli 

Tenaga Ahli: 
Site Engineer S1 Teknik 

Sipil 
Ahli Muda 
Teknik Jalan 

1 (Satu) Tahun Ketua 
Tim 

1 (satu) Orang 

Ahli Muda 
K3 

S1 Teknik  
Sipil 

Ahli Muda  
K3Konstruksi 

1 (satu) Tahun  1 (satu) Orang 

Tenaga Teknik : 

Inspector SMA/SMK 
Sederajat 

 Pengawas 
Lapangan 

2 (dua) Tahun  1 (satu) Orang 

Quality SMA/SKM 
Sederajat 

 Labolatorium
Aspal 

2 (dua) Tahun  1 (satu) Orang 

 



 
 

 
 
 

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan           : sesuai tahapan pelaksanaan fisik 
 
 

  Laporan**)  
 

19. Laporan 
Pendahuluan 

Laporan Pendahuluan memuat:  Tidak ada 

 

20. Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat: Progres pekerjaan  
 

Laporan      harus      diserahkan      selambat-lambatnya: 
(tiap ) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4(empat) 
buku laporan. 

 
21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan 

kegiatan: Tidak ada 
 
 

22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat: Seluruh kegiatan  

Laporan      harus      diserahkan      selambat-lambatnya: 
(120) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4           
(empat) buku laporan dan media penyimpan data 
(compact disc/flashdisk/dll) (jika diperlukan). 

 

  Hal-Hal Lain  
 

23. Produksi dalam 
Negeri 

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini 
harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK 
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam 
negeri 

 

 



 
 
 
 
 

24. Persyaratan Kerja 
sama 

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain 
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi 
ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: Tidak Ada 

 
25. Pedoman 

Pengumpulan 
Data Lapangan 

 
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi 
persyaratan berikut: 
a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi 
dan teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai 
volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian 
pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor 
pelaksana.     
b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata 
dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang  
telah disetujui.     
c. Melaporkan bahan-bahan material koonstruksi yang 
dipakai, tenaga kerja dan alat yang digunakan.  
   
d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang 
dibuat oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang 
mengakibatkan tambahan atau berkurangnya pekerjaan, 
dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang 
dibuat oleh Kontraktor pelaksana (Shop Drawing). 
    

26. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban 
untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan 
dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan 
kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: Tida Ada 

 
 

*) Dalam hal Jasa Konsultansi yang diseleksi merupakan: 

1. Jasa Konsultansi Pengawasan/Manajemen Konstruksi, komposisi personel 
Tenaga Ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan: 
a. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi 

besar/tinggi terdiri dari: 
1) Ahli Utama K3 Konstruksi; atau 
2) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) 

tahun. 
b. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi 

sedang/menengah terdiri dari: 
1) Ahli Madya K3 Konstruksi; atau 
2) Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) 

tahun. 
c. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil 

terdiri dari Ahli Muda K3 Konstruksi. 

2. Jasa konsultansi Pengkajian/Perencanaan dan Perancangan, komposisi personel 
Tenaga Ahli mensyaratkan Tenaga Ahli K3 Konstruksi. 

 
**) Untuk kontrak lumsum, maka jenis laporan disesuaikan dengan keluaran. 


